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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

dan

b. bahwa untuk perencanaan, penyelenggaraan, dan

evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan,

dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi

penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan

memiliki peran yang sangat penting;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
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Mengingat

Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1564);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk

Penyandang  Disabilitas, Rencana Aksi Nasional
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10.

11.

Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas Provinsi.

Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima
keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak
yang melekat tanpa berkurang.

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar
untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak
Penyandang Disabilitas.

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak
Penyandang Disabilitas.

Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya
disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan
penganggaran pembangunan terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang
selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen
Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran
RIPD di tingkat pusat.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi,
yang selanjutnya disingkat RAD PD Provinsi adalah
dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran
RIPD di tingkat daerah.

Evaluasi adalah adalah rangkaian kegiatan
membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD,
dan RAD PD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan
penganggaran, serta pelaksanaan terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
Kaji Ulang adalah upaya untuk melihat kesesuaian
antara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD

guna menyesuaikan dengan perkembangan dinamika,
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kondisi, dan isu aktual terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, regional,
maupun internasional.

Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan
yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan
keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan
penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan
pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran,
Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.

Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi
masyarakat untuk memberikan masukan kepada
pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun
program dan kegiatan pembangunan nasional dan
daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan
analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan
penganggaran pembangunan  untuk mengetahui
perbedaan  kondisi, permasalahan, aspirasi, dan
kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen
yang disusun oleh kementerian/lembaga serta perangkat
daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi program
dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah
merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi,
dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana
keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun
menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
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